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pada Gedung Merah Putih

KPK, Plt Sekda Kabupaten

Penajam Paser Utara Mul-

yadi (MI) ditahan di Rutan

Polres Jakarta Timur.

Kemudian, Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Penajam

Paser Utara Edi Hasmoro

(EH) ditahan di Rutan Polres

Jakarta Pusat, Kepala Bi-

dang Disdikpora Kabupaten

Penajam Paser Utara Jus-

man (JM) ditahan di Rutan

Polres Jakarta Pusat dan ter-

sangka Achmad Zuhdi alias

Yudi (AZ) dari pihak swasta

ditahan di Rutan KPK pada

Pomdam Jaya Guntur.

Dalam konstruksi perkara,

KPK menjelaskan, Kabupa-

ten Penajam Paser Utara

mengagendakan beberapa

proyek pekerjaan yang ada

di Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten

Penajam Paser Utara dan

Disdikpora Penajam Paser

Utara.

Adapun nilai kontraknya

Rp 112 miliar antara lain un-

tuk proyek 'multiyears' pe-

ningkatan Jalan Sotek-Bukit

Subur dengan nilai kontrak

Rp 58 miliar dan pemba-

ngunan gedung perpus-

takaan dengan nilai kontrak

Rp 9,9 miliar.

Atas adanya beberapa

proyek tersebut, tersangka

Abdul Gafur diduga meme-

rintahkan tersangka Mulyadi,

tersangka Edi dan tersangka

Jusman untuk mengum-

pulkan sejumlah uang dari

para rekanan yang sudah

mengerjakan beberapa pro-

yek fisik di Kabupaten Pe-

najam Paser Utara. Selain

itu, tersangka Abdul Gafur

diduga juga menerima se-

jumlah uang atas penerbitan

beberapa perizinan antara

lain perizinan untuk Hak

Guna Usaha (HGU) lahan

sawit di Kabupaten Penajam

Paser Utara dan perizinan

bleach plant (pemecah batu)

pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Penajam Paser

Utara. (Ful)-f

"Periksa dan pastikan bangunan tempat ting-

gal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada ke-

rusakan akibat getaran gempa yang memba-

hayakan kestabilan bangunan sebelum kem-

bali ke dalam rumah," katanya.

Dari tingkat guncangan sejumlah wilayah

merasakan getaran mulai dari skala II hingga VI

Modified Mercalli Intensity (MMI).

Skala VI MMI dirasakan di daerah Cikeusik

dan Panimbang. Pada skala ini, getaran di-

rasakan hampir semua orang ditandai dengan

barang terpelanting, tiang dan barang besar

bergoyang. Skala IV MMI dirasakan di wilayah

Labuan dan Sumur. Pada skala ini gempa di-

rasakan banyak orang di dalam rumah, di luar

rumah, serta ditandai antara lain jendela atau

pintu berderik dan dan dinding berbunyi.

Skala III hingga IV MMI dirasakan di

Tangerang Selatan, Lembang, Kota Bogor,

Pelabuhan Ratu, Kalianda, Anyer, dan Bandar

Lampung yang ditandai getaran dirasakan nya-

ta dalam rumah dan terasa getaran seakan-

akan ada truk berlalu.

Skala II sampai III MMI dirasakan di Jakarta,

Kota Tangerang, Ciracas, Bekasi, Kota

Bandung, Kab. Bogor, Kota Bumi yang ditandai

dengan getaran dirasakan nyata di dalam

rumah dan benda-benda ringan atau yang

menggantung bergoyang, demikian Dwikorita

Karnawati. (Ati/Ant)-d
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keterwakilan perempuan di wilayah-

wilayah strategis yang bersinggungan

langsung dengan penentuan kebijakan

publik. Sebagian masyarakat masih

meyakini bahwa ruang gerak perempuan

yang masuk dalam arena publik tidak

akan memberikan kontribusi yang sig-

nifikan. Cara pandang ini tentunya dilatar-

belakangi  stigma kultural, dimana peran

perempuan haruslah dibatasi. Karena  la-

ki-laki yang memiliki peran lebih besar un-

tuk mengendalikan serta mengatur kehi-

dupan publik dalam konteks pemben-

tukan kebijakan yang bersinggungan de-

ngan hajat hidup.

Proses untuk mengalienasi paradigma

diskriminatif atas perempuan harus men-

jadi krenteg (keinginan) bersama. Dan

negara setidaknya dalam hal ini telah me-

nunjukkan political will-nya yakni dengan

kembali mendorong pemenuhan kuota

30% bagi calon komisioner Komisi

Pemilihan Umum (KPU) dan komisioner

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tercatat dari empat belas nama calon

anggota KPU, ada empat nama perem-

puan di antaranya dan dari sepuluh calon

anggota Bawaslu, ada 3 perempuan

yang tercatat sebagai kandidat. Kompo-

sisi ini diharapkan mampu bertahan hing-

ga nantinya secara definitif ditetapkannya

para calon tersebut sebagai komisioner

KPU dan Bawaslu.

Pola keterwakilan ini memang menjadi

amanat dari UU No 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu, yang secara tersurat menga-

manatkan adanya komposisi keterwaki-

lan perempuan di KPU dan Bawaslu.

Pola pengamanatan ini tentu tidak hanya

berhenti pada proses seleksi KPU dan

Bawaslu di tingkat pusat. Namun secara

birokratif juga harus dilakukan sampai

tingkat Kabupaten dan Kota, bahkan tidak

menutup kemungkinan para anggota

KPPS maupun PPS.

Keterlibatan perempuan dalam arena

publik yang sarat dengan paradigma

maskulinitas menjadi tanda bahwa arena

publik, dalam hal ini panggung politik

bukanlah wilayah menjadi domain dari la-

ki-laki ansich. Anne Philips (1995) dalam

The Politics of Presence memberikan

pandangan yang cukup gamblang bahwa

keterwakilan perempuan politisi memiliki

kelengkapan yang terbaik untuk kepen-

tingan kaumnya.

Pemahaman tersebut menandakan

bahwa hanya perempuanlah yang bisa

memahami dengan presisi apa yang

menjadi kebutuhan mereka. Perspektif

tersebut juga berkorelasi secara langsung

dengan isu representasi secara deskriptif

dan substantif.  Representasi deskriptif

berbicara mengenai kuantitas keterwaki-

lan perempuan dalam ruang publik,

dalam hal ini khususnya arena politik-pe-

merintahan. Kemudian dalam nalar ra-

sional maka semakin banyak kuantitas

keterwakilan akan mendorong terca-

painya representasi substantif, yakni ter-

capainya afirmasi kepentingan perem-

puan di ruang publik. Mereka tidak lagi

berdiri sebagai pelengkap kuota dalam

suatu kepentingan politik.

Adanya keadilan atau kesetaraan jen-

der bagi perempuan dalam wilayah

pengambilan kebijakan publik menjadi

keniscayaan bagi negara yang menganut

sistem demokrasi. Negara dan partai poli-

tik harus lebih konsisten untuk mem-

berikan political literate kepada publik

agar mereka tidak lagi membaca dengan

cara pandang yang salah atas keterli-

batan perempuan di ruang publik.

Perempuan harus menjadi bagian dari

proses pengambilan kebijakan strategis.

Bahkan ke depan tidak perlu lagi ada isti-

lah pemenuhan kuota perempuan.

Pernyataan ini sebenarnya hanya mene-

gaskan bahwa perempuan selalu menja-

di second line, karena menjadi aktor

strategis di wilayah publik adalah kenis-

cayaan bagi siapapun, tidak terkecuali

perempuan. Maka sudah sepatutnya jika

ruang itu diisi oleh laki-laki dan perem-

puan secara adil. 

(Penulis adalah Peneliti Sosial Politik

PSP UGM dan Tenaga Ahli DPRD

Kabupaten  Sleman)-d
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"Kami (UIN Suka) juga menyerukan yang

berwajib untuk menghentikan proses

hukum pada HD mengingat di Indonesia

masih banyak pelaku pelanggaran

hukum, HAM berat yang merugikan ne-

gara justru belum diproses," tegasnya.

Diakui, berdasar Sistem Informasi

Akademik, HD pernah kuliah di UIN Suka

sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan

Bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan Angkatan 2008.

"HD pernah kuliah sampai Semester 6,

tahun 2011 sudah tidak melakukan pem-

bayaran sampai 2013-2014 tidak daftar

ulang, hingga dinyatakan drop out (DO)

24 Mei 2014," terang Rektor.

HD dengan ijazah S1 dari kampus lain

juga pernah mendaftar S2 Program

Pendidikan Agama Islam di UIN Suka

namun tidak melakukan daftar ulang.

"Karena sudah sangat lama sekali kita ti-

dak mengetahui rekam jejak HD selama

kuliah di UIN," jelas Prof Sri Sumarni se-

laku dekan dimana HD pernah kuliah 

Al Makin menegaskan, UIN Suka sa-

ngat kecewa dengan perilaku HD.

Namun demikian pihaknya tetap memin-

ta masyarakat untuk menghentikan hu-

jatan pada HD. "Dengan sikap memaaf-

kan dari masyarakat, kita berharap HD

mendapat pelajaran bahwa berbeda itu

tidak apa-apa," ucap Rektor yang banyak

melakukan penelitian keberagaman mi-

salnya Lia Eden, Gafatar, Ahmadiyah,

dan lainnya ini.

Rektor menunjukkan selama periode

kepemimpinannya 2020-2024, UIN Suka

mengutamakan keragaman seperti misal

ada pameran keragaman 106 pelukis.

"Mahasiswa dan pengajar S1, S2, S3 ju-

ga banyak yang nonmuslim sesuai keil-

muannya. Lebaran tahun lalu UIN Suka

juga mengundang semua pemuka aga-

ma di Indonesia," jelasnya. 

Dengan melihat masa depan HD yang

masih panjang, Rektor berharap karakter

HD jangan dibunuh dengan hujatan atau

hukuman. "Bahkan jika HD bertobat dan

menjadi sosok yang toleran, kalau dia

mampu lulus tes masuk UIN Suka tentu

kita terima," tegasnya.                      (Vin)-f
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"Jadi kami menunggu nanti untuk na-

ma-namanya yang memang masuk

dalam kewenangan kami," tutur Andika.

Proyek Satelit Kemenhan itu terjadi pa-

da tahun 2015. Proyek itu berkaitan de-

ngan pengelolaan satelit untuk slot orbit

123 derajat Bujur Timur. Mengenai

dugaan pelanggaran dalam Proyek

Satelit Kemenhan ini diungkapkan oleh

Menkopolhukam Mahfud MD, Kamis

(13/1).

Usai bertemu Jaksa Agung Bur-

hanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI

Andika Perkasa menyampaikan dukun-

gannya atas kewenangan Kejakgung

dalam penegakan hukum termasuk

penyelesaian perkara koneksitas dan

HAM. "Kita (TNI) all out mendukung pro-

ses hukum koneksitas, kita mendukung

penuh apa yang diminta Kejaksaan

Agung," tegasnya.

Andika juga mengungkapkan salah

satu tujuan kedatangannya bertemu

Jaksa Agung untuk membahas peran

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer

(JAMPidmil) yang baru terbentuk perten-

gahan 2021. "Jadi, kedatangan saya pagi

ini juga untuk membuat dua intsitusi ini sa-

ling memahami, saya berikan statemen

kepada Jaksa Agung, kita siap men-

dukung semua kewenangan Kejaksaan

Agung, terkait HAM kita all out," ujar

Andika.

Sejak diresmikan Juli 2021, JAMPidmil

resmi dipimpin perwira tinggi TNI, yakni

Laksda TNI Anwar Saadi. Saat pelantikan

disebutkan ada sekitar 2.000 perkara

koneksitas yang perlu diselesaikan

JAMPidmil. (Ful)-d

Ngawi Simpan Banyak Situs Cagar Budaya
NGAWI (KR) - Kabupaten

Ngawi Jawa Timur menyim-

pan banyak bukti sejarah

perjuangan kemerdekaan.

Tak heran, wilayah dengan

128 ribu kilometer persegi

tersebut memiliki 263 situs

dan cagar budaya. Baik beru-

pa bangunan, situs hingga

kebendaan.

Langkah-langkah pelestar-

ian ini sejalan dengan Perda

Nomor 10 Tahun 2013 ten-

tang Pelestarian, Pengem-

bangan Cagar Budaya dan

Seni Tradisional. Saat ini

yang menjadi skala prioritas

adalah pengembangan situs

cagar budaya Benteng Van

Den Bosch atau Benteng

Pendem. "Benteng ini diba-

ngun pada tahun 1830-1839.

Dimanakah Benteng Pen-

dem, karena dari kejauhan

memang tidak terlihat kare-

na tertutup tanggul. Pada za-

man Belanda, benteng ini di-

manfaatkan untuk benteng

bertahan dan menyimpan lo-

gistik," kata Bupati Ngawi

Ony Anwar Harsono ketika

menerima kunjungan Komisi

A DPRD DIY bersama

wartawan unit DPRD DIY di

pendopo kantor dinas bupati,

Jumat (14/1).

Selain Bupati, hadir juga

Wakil Bupati Ngawi Dwi

Rianto Jatmiko dan Ketua

Ketua DPRD Ngawi Heru

Kusnindar. Ony mengata-

kan, upaya restorasi ini se-

jalan dengan keputusan

Permendikbud 2108 dengan

dana yang dikeluarkan men-

capai Rp 170 miliar yang se-

muanya bersumber dari

APBN.

Selain itu, Pemkab Ngawi

juga selesai memugar rumah

Dr KRT Radjiman Wedyo-

diningrat selaku Ketua Ba-

dan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan

(BPUPK). Rumah tersebut

kini menjadi tempat wisata

baru di Kabupaten Ngawi.

"Kami memang mem-

berikan perhatian lebih ter-

hadap situs-situs pening-

galan sejarah. Tujuannya

agar bukti sejarah tidak sam-

pai hilang dan dapat menjadi

tempat belajar generasi mu-

da," ungkapnya.

Ketua Komisi A DPRD

DIY Eko Suwanto mengata-

kan, kunjungan ini menjadi

bagian dari proses penyu-

sunan Perda Pendidikan

Pancasila dan Wawasan

Kebangsaan yang menjadi

inisiatif DPRD. Salah satu-

nya dengan belajar langsung

ke Kabupaten Ngawi yang

ternyata memiliki banyak

bukti sejarah.

"Kenapa kami berinisiatif

membuat Perda ini, karena

aspek sejarah itu penting.

Selain ilmu kebudayaan dan

kejuangan, kita membutuh-

kan pengetahuan tentang se-

jarah agar kita tetap bermoti-

vasi untuk terus belajar,"

ungkapnya.                  (Awh)-f

KR-Atiek Widyastuti H

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto (kiri) mem-
berikan Wayang Werkudara kepada Bupati Ngawi
Ony Anwar Harsono.

KR-Surya Adi Lesmana

PLENGKUNG WIJILAN: Pengendara melintasi Plengkung Tarunasura atau bi-
asa disebut Plengkung Wijilan, Yogyakarta, Jumat (14/1). Belum lama ini ba-
ngunan ikonik khas Yogyakarta tersebut mendapatkan perawatan untuk
mengembalikan wajah aslinya bersama bangunan bersejarah di DIY termasuk
Kraton Yogyakarta yang juga sedang direnovasi agar tampil lebih mempesona. 

Sabtu, 15 Januari 2022


